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ABSTRAK 

 

Perkembangan dunia teknologi dan internet terdapat di berbagai aspek, salah satunya 

bidang hiburan. Pemanfaatan Internet dalam bidang hiburan dapat dilakukan dengan 

bermain permainan daring. Sejak beberapa tahun terakhir, bisnis permainan daring 

sangat berkembang di kalangan masyarakat. Permainan daring dewasa ini tidak hanya 

sekedar permainan namun telah banyak dimanfaatkan oleh penyedia layanana 

permainan daring untuk melakukan kegiatan usaha dalam mendapatkan keuntungan. 

Kegiatan usaha yang dilakukan oleh pelaku usaha berupa menjual benda virtual yang 

terdapat dalam permainan daring untuk dimanfaatkan pemain permainan daring 

meningkatkan kualitas dari permainannya. 

 

Perjanjian  jual beli benda virtual dilaksanakan oleh penyedia layanan permainan 

daring dengan pemain permainan daring diatur dalam suatu perjanjian baku yang 

terdapat dalam syarat dan ketentuan. Permasalahan yang terjadi adalah mengenai 

benda virtual yang telah dibeli oleh seorang pemain permainan daring namun tidak 

diterima ke dalam akun permainan daring yang ia miliki, hal tersebut memberikan 

kerugian kepada pemain permainan daring sebagai seorang konsumen. Namun 

penyedia layanan permainan daring telah terlebih dahulu mencantumkan klausula 

baku mengenai pembatasan tanggung jawab terhadap kerugian pemain permainan 

daring dalam syarat dan ketentuan. 

  

Kata Kunci: Permainan Daring, Benda Virtual, Perjanjian Baku, Undang Undang 

Perlindungan Konsumen. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1. Latar Belakang  

 

Era globalisasi ditandai dengan perkembangan teknologi dan informasi yang 

sangat pesat. Teknologi dan informasi dibutuhkan manusia untuk membantu 

dan mempermudah pekerjaan manusia sehingga menjadi lebih efektif dan 

efisien. Teknologi yang diciptakan berkembang seiring dengan kebutuhan 

manusia untuk memudahkan kehidupannya.
1
 

 

Perkembangan yang dilakukan oleh manusia dalam bidang teknologi dan 

informasi yaitu dengan ditemukannya internet (Interconnection Networking). 

Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah 

mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan 

berinteraksi antar individu dengan menggunakan komputer tanpa terhalang 

batas geografis.
2
  

 

Dewasa ini internet merupakan sarana yang banyak digunakan oleh 

masyarakat. Internet mengakomodasi penggunanya untuk melakukan berbagai 

hal yang diinginkan, terutama  dapat dijadikan sebagai sumber informasi, 

tempat untuk menyalurkan ekspresi, sarana menambah atau mengukuhkan 

eksistensi diri, serta memperoleh hiburan. Dengan kata lain internet 

memberikan kemudahan bagi manusia di berbagai bidang, seperti: hiburan, 

                                                           
1
  Hikmahanto Juwana,  Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional, Lentera Hati, Jakarta, 

2002, hlm. 23. 
2
   Assafa Endeshaw, Hukum E-Commerce dan Internet dengan Fokus di Asia Pasifik, Pustaka 

Pelajar, Yogyakarta, 2007, hlm. 3. 
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pendidikan, perdagangan, pemerintahan, dan sosial-budaya.
3
 

 

Online games selanjutnya disebut permainan daring
4
 merupakan salah satu 

perkembangan internet yang fenomenal di bidang hiburan. Permainan daring 

merupakan fitur dari internet yang banyak diminati oleh berbagai kalangan, 

mulai dari anak-anak, remaja dan tidak menutup kemungkinan bagi orang 

dewasa sekalipun bisa terlibat di dalamnya. Permainan daring identik dengan 

kesenangan sejenak yang bertujuan untuk menghilangkan kepenatan dari 

padatnya aktivitas atau beban pikiran akibat rutinitas harian. Tidak sedikit dari 

mereka melampiaskannya atau menyalurkannya dengan bermain permainan 

daring. 

 

 

Permainan daring pada prinsipnya sebuah permainan dalam jaringan atau 

daring yang di desain untuk menghubungkan pemain yang satu dengan yang 

lainnya. Karena itu permainan daring dapat dimainkan ratusan bahkan ribuan 

orang secara serentak di seluruh dunia. Dengan kemajuan teknologi yang 

begitu pesat, permainan daring ikut berkembang sehingga tidak menjadi 

monoton di mata para penggunanya atau pemain. Permainan daring didesain 

dengan sangat menarik dan berhasil menembus pasar dunia, terutama dapat 

dijadikan sebagai sumber mata pencaharian dengan cara menjual benda 

virtual
5
 dari permainan daring . Pembeli benda virtual tersebut adalah para 

                                                           
3
  Lihat Keken Frita Vanri, game online dan Katarsis Virtual: Studi Kasus Dengan Analisis 

Psikoanalisis Freud Pada Kecenderungan Permainan Game Point Blank dan Second Life, 

UMN, Banten, 2011, hlm. 36. 
4
  Daring menurut KBBI adalah dalam jaringan, terhubung melalui jejaring komputer, internet, 

dan sebagainya, https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring diunduh pada tanggal 1 Januari 

2021 Pukul 19.32 WIB. 
5
  Virtual menurut KBBI adalah tampil atau hadir dengan menggunakan perangkat lunak 

komputer, , https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual diunduh pada tanggal 1 Januari 2021 

Pukul 19.31 WIB. 

 

https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/daring
https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/virtual
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pemain permainan daring yang dalam penelitian ini penulis maksudkan 

sebagai konsumen akhir, karena pemain permainan daring tersebut merupakan 

seorang pemakai dari benda virtual untuk yang mempergunakannya untuk 

keperluan pribadinya dalam memainkan permainan daring bukan untuk 

diperdagangkan. 

 

Benda virtual dapat disebut juga sebagai virtual goods atau virtual objects 

dapat didefinisikan sebagai: 

 

“Virtual goods are intangible objects in online games and 

communities. Examples include everything from weapons and potions 

in multiplayer daring role-playing games to seeds and cows in daring 

social farming games. Virtual items have value, and are purchased 

and sold by game players for real money in the real world”.
6
 

 

Terjemahan bebas: benda virtual adalah benda yang tidak berwujud yang 

biasanya terdapat di dalam suatu permainan daring dan suatu komunitas 

daring. Contohnya senjata dan ramuan dalam permainan daring ganda RPG
7
 

dan bibit serta sapi dalam permainan daring pertanian. Benda virtual memiliki 

suatu nilai dan dapat dibeli serta dijual oleh pemain dari permainan daring itu 

sendiri baik dalam mata uang di dalam dunia virtual maupun mata uang di 

dunia nyata.  

 

Richard A. Bartle mengungkapkan bahwa ada tiga kategori besar dan tiga 

kategori kecil dari benda virtual di dalam permainan daring, yaitu:
8
 

                                                           
6
  Oliver Herzfeld, What Is The Legal Status Of Virtual Goods?, 

https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-

goods/#3050781b108a, Yang di unduh pada tanggal 27 Mei 2020 Pukul 18.19 WIB. 
7
  RPG adalah singkatan dari Role Playing Game yang cara bermainnya adalah kita akan masuk 

dalam game dan memerankan seorang karakter pada game tersebut, 

https://games.grid.id/read/15946531/perbedaan-game-genre-rpg-dan-mmorpg-yang-masih-

sulit-dibedakan?page=all, diunduh pada tanggal 1 Januari 2021 Pukul 19.29 WIB. 
8
  Richard A Bartle, Pitfalls Of Virtual Property, The Termis Group, 2004, hlm. 3. 

https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-goods/#3050781b108a
https://www.forbes.com/sites/oliverherzfeld/2012/12/04/what-is-the-legal-status-of-virtual-goods/#3050781b108a
https://games.grid.id/read/15946531/perbedaan-game-genre-rpg-dan-mmorpg-yang-masih-sulit-dibedakan?page=all
https://games.grid.id/read/15946531/perbedaan-game-genre-rpg-dan-mmorpg-yang-masih-sulit-dibedakan?page=all
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Kategori Besar:  

1. Benda-benda  

Meliputi senjata, pakaian pelindung, perhiasan, tameng, dan benda-benda 

sejenis lainnya yang digunakan untuk bertarung melawan musuh atau 

melindungi karakter di dalam permainan daring tersebut. 

 

2. Karakter 

Karakter disini adalah karakter yang digunakan oleh seseorang dalam 

memainkan permainan daring tersebut. Di dalam permainan daring, 

pemain diharuskan mengendalikan suatu karakter guna dapat berinteraksi 

dengan lingkungan virtual di dalam permainan daring tersebut. 

 

3. Mata Uang  

Setiap permainan daring memiliki mata uangnya sendiri-sendiri yang 

disebut dengan berbagai nama, misalnya saja: gold, platinum, pyreals, dan 

lain sebagainya. Walaupun penyebutan namanya berbeda-beda, namun 

fungsi utamanya sama, yaitu sebagai alat tukar di dalam permainan daring 

 

Kategori Kecil :  

1. Virtual estate 

Meliputi rumah, toko, dan berbagai bangunan lainnya di dalam permainan 

daring. Di setiap permainan daring kerap ditemui ada bangunan bangunan 

yang menunjang permainan daring tersebut, seperti misalnya toko yang 

menjual berbagai keperluan karakter permainan daring tersebut. 

 

2. Akun 
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Akun yang dimaksudkan disini adalah akun yang dibuat oleh pemain 

suatu permainan daring untuk dapat masuk ke dalam permainan daring 

tersebut. Sebelum dapat memainkan permainan daring, maka pemain 

diharuskan untuk melakukan registrasi di situs penyedia permainan daring 

tersebut. 

 

3. Hal-hal lainnya  

Meliputi perizinan, keanggotaan, peta, dan lain sebagainya. Beberapa 

permainan daring, memiliki fitur-fitur tertentu yang hanya dapat di akses 

oleh sebagian pemain saja. Fitur-fitur ini hanya dapat dinikmati oleh para 

pemain yang memiliki kualifikasi tertentu saja, dan untuk menikmati fitur-

fitur tersebut dibutuhkan beberapa persyaratan misalnya saja perizinan, 

keanggotaan, maupun peta. 

 

 

Dalam Praktik, penyedia layanan permainan daring hanya memperjual-

belikan benda virtual di kategori besar yaitu benda-benda, karakter, dan mata 

uang. Benda virtual yang terdapat dalam kategori kecil tidak diperjualbelikan 

oleh penyedia layanan permainan daring karena benda virtual seperti virtual 

estate, akun dan hal-hal lainya merupakan fitur yang sudah wajib tersedia 

dalam permainan untuk menunjang proses berjalannya permainan dalam 

permainan daring.  

 

 

Pemain permainan daring dapat membeli benda virtual selama memainkan 

permainan daring tersebut. Kepemilikan terhadap benda virtual ini sendiri 

berguna bagi para pemain selama memainkan permainan daring. Kegunaan 

benda virtual tersebut antara lain untuk meningkatkan kemampuan dari 

karakter pemain permainan daring, meningkatkan status sosial pemain 

permainan daring, terutama untuk benda virtual yang bersifat langka, atau 
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sekedar memberikan kepuasan kepada pemain dengan memiliki benda virtual 

tersebut.
9
 

 

Karena berada dalam jaringan (online), maka transaksi jual-beli benda virtual 

dilakukan secara daring. Pemain permainan daring melakukan pendaftaran 

secara daring dengan mengklik syarat dan ketentuan (term and conditions). 

Setelah itu pemain dapat membeli benda virtual yang berfungsi sebagai 

pendukung dalam permainan permainan daring. Para pemain tinggal memilih 

benda virtual yang disediakan oleh penyedia permainan daring dan 

menyelesaikan pembayaran.
10

 Penyedia permainan daring dalam penelitian ini 

penulis maksudkan sebagai pelaku usaha.   

 

Transaksi jual beli benda virtual tersebut secara langsung menjelaskan bahwa 

perbuatan antara pemain permainan daring dengan penyedia layanan 

permainan daring berupa suatu perjanjian. Perjanjian tersebut merupakan 

perjanjian jual-beli benda virtual yang secara hukum menimbulkan hak dan 

kewajiban bagi pemain permainan daring dan penyedia layanan permainan 

daring.  

 

Bentuk kerugian dalam transaksi jual beli benda virtual yaitu mengalami 

kegagalan transaksi (error) tanpa pengembalian uang yang diberikan oleh 

pihak penyedia layanan permainan daring, kegagalan transaksi tersebut 

mengakibatkan konsumsi/penggunaan dari permainan daring yang tidak 

sesuai dengan yang diharapkan dari pemain permainan daring,  dimaksudkan 

bahwa benda virtual tersebut  dapat digunakan didalam permainan daring. 

                                                           
9
  Mahendra Adhi Purwanta, Tesis: Analisa Hukum Terhadap Transaksi Atas Kebendaan 

Virtual Pada Penyelenggaraan Permainan Online, Universitas Indonesia, Jakarta, 2012, hlm. 

5. 
10

   Lihat Riyeke Ustadiyanto, Framework E-Commerce, Andi, Yogyakarta, 2001, hlm. 1. 
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Dengan kata lain, konsumen mengalami kerugian dalam transaksi benda 

virtual di permainan daring. 

 

Hubungan antara pihak penyedia layanan permainan daring dengan pemain 

permainan daring adalah hubungan kontraktual, penyedia layanan permainan 

daring telah memberikan pasal-pasal dalam syarat dan ketentuan permainan 

daring yang sudah ditetapkan oleh pihaknya yang ditawarkan kepada pemain 

permainan daring, atau yang dikenal juga dengan Klausula Baku. Dalam 

kontrak baku tersebut tercantum Klausula Eksonerasi yang melepaskan 

tanggung jawab dari penyedia layanan permainan daring atas kerugian yang 

dialami oleh pemain permainan daring. 

 

Berangkat dari permasalahan tersebut penulis meneliti beberapa permainan 

daring yang populer di Indonesia, namun banyak dari permainan daring 

tersebut berasal dari luar Indonesia. Ada kemungkinan, penelitian ini 

terkendala oleh pilihan pengadilan (choice of forum) dan pilihan hukum 

(choice of law) yang telah tercantum di  syarat dan ketentuan (term and 

conditions) dari permainan daring. 

 

Atas pertimbangan di atas, penulis memilih beberapa penyedia layanan 

permainan daring yang relatif populer di Indonesia pada saat penelitian ini 

dibuat dan merupakan buatan atau karya anak bangsa. Tujuannya agar 

penyelesaian sengketa konsumen permainan daring berdasarkan Undang-

Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen berada dalam 

koridor sistem hukum Indonesia. Penulis memilih beberapa penyedia layanan 

permainan daring yang berasal dari Indonesia dan menyelesaikan sengketa 

berdasarkan hukum Indonesia.  
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TABEL 1.1 PENYEDIA LAYANAN PERMAINAN DARING 

BUATAN/KARYA ANAK BANGSA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas dapat dilihat, penyedia layanan permainan daring 

di Indonesia telah memiliki kontrak yang mengatur hubungan antara pemain 

permainan daring dengan penyedia layanan permainan daring. Kemudian, 

penulis mengkualifikasikan kembali penyedia layanan permainan daring yang 

berasal dari Indonesia dengan pilihan hukum dalam penyelesaian sengketa 

menggunakan hukum Indonesia.  

 

TABEL 1.2 PILIHAN HUKUM PENYELESAIAN SENGKETA 

 

Nomor Penyedia layanan permainan 

daring di Indonesia 

Terdapat 

kontrak/perjanjian 

1 Main Game   

2 Agate   

3 Digital Happiness   

4 Wawa Games   

Nomor Penyedia layanan permainan 

daring 

Pilihan hukum 

1 Main Game Hukum Indonesia 
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Berdasarkan tabel 1.2 maka dapat dilihat penyedia layanan permainan daring 

di Indonesia mayoritas memilih pilihan hukum dari penyelesaian sengketa 

berdasarkan hukum Indonesia. 

 

Atas dasar pemikiran di atas, yang berisi tentang Perlindungan Konsumen 

yang dirugikan dalam transaksi benda virtual di permainan daring. 

Selanjutnya akan dikaji dan dianalisis dalam penulisan berbentuk skripsi 

dengan judul : 

 

Perlindungan Terhadap Konsumen Permainan Daring Yang Dirugikan 

Dalam Transaksi Benda Virtual Berdasarkan Perjanjian Baku Ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen 

 

2. Rumusan Masalah  

 

1) Bagaimanakah tanggung jawab penyedia layanan permainan daring 

terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi benda virtual ditinjau 

dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen? 

2) Bagaimana upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang 

dirugikan dalam transaksi benda virtual berdasarkan perjanjian baku 

2 Agate  Hukum Indonesia 

3 Digital Happiness Hukum Indonesia  

4 Wawa Games Hukum Indonesia  
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permainan daring ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen? 

 

 

3. Tujuan Penulisan 

 

1) Untuk mengetahui bentuk tanggung jawab penyedia layanan permainan 

daring terhadap konsumen yang dirugikan dalam transaksi benda virtual 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

2) Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen 

yang dirugikan dalam transaksi benda virtual berdasarkan perjanjian baku 

permainan daring ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen. 

 

4. Metode Penelitian  

 

Metode Penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah metode penelitian 

yuridis normatif, yang memusatkan penelitian berdasarkan norma-norma yang 

ada dalam hukum positif yaitu:  

 

a) Bahan Hukum Primer, bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan 

perundang-undangan baik yang terkodifikasi maupun yang tidak 

terkodifikasi :  

 

 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; 

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen;  

 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 

Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 
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2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik;  

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 

2019 Tentang Penyelenggaraan Sistem Dan Transaksi 

Elektronik; 

 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 

2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. 

 

b) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan 

mengenai bahan hukum primer berupa keterangan, kajian, analisis 

tentang hukum positif seperti makalah, skripsi, tesis, atau seminar serta 

pendapat pakar hukum. 

 

c) Bahan Hukum Tertier, bahan yang mendukung, memberikan penjelasan 

bagi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus 

hukum. 

 

5. Tinjauan Pustaka 

 

5.1 Hukum Perlindungan Konsumen Di Indonesia  

Perlindungan Konsumen merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

kegiatan bisnis yang sehat. Dalam kegiatan bisnis yang sehat terdapat 

keseimbangan perlindungan hukum antara konsumen dengan produsen. 

Tidak adanya perlindungan yang seimbang menyebabkan konsumen 

berada di posisi yang lemah.
11

 

 

 Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UUPK disebutkan bahwa,  

 

                                                           
11

  Ahmadi Miru, Prinsip-prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia, PT Raja 

grafindo Persada, Depok, 2011 , hlm. 1 
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      “Perlindungan konsumen merupakan segala upaya untuk 

menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan 

perlindungan kepada konsumen.” 

 

 

Hukum perlindungan konsumen adalah bagian dari hukum konsumen 

yang memuat asas-asas atau kaidah-kaidah yang bersifat mengatur dan 

mengandung sifat yang melindungi kepentingan konsumen sedangkan 

hukum konsumen adalah hukum yang mengatur hubungan dan masalah 

antara berbagai pihak satu sama lain berkaitan dengan barang atau jasa 

didalam pergaulan hidup.
12

 

 

Upaya perlindungan hukum terhadap konsumen sebelum lahirnya UUPK 

kurang dirasakan oleh masyarakat karena tersebarnya ketentuan 

perlindungan konsumen dalam berbagai peraturan perundang-undangan.
13

 

 

 

5.2 Konsumen  

Istilah konsumen dapat ditemukan dalam peraturan perundang-undangan 

Indonesia. Secara yuridis formal pengertian konsumen dimuat dalam Pasal 

1 angka 2 UUPK,  

 

 

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang dan/ atau jasa 

yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri 

sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan 

tidak untuk diperdagangkan” 

 

 

                                                           
12

  AZ. Nasution, Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar, Diadit Media, Jakarta, 2001, 

hlm. 13. 
13

  Id, hlm. 68. 
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Selanjutnya, penjelasan Pasal 1 Angka 2 UUPK menentukan bahwa yang 

dimaksud konsumen adalah konsumen akhir. 

  

Konsumen berasal dari kata consumer (Inggris-Amerika), atau 

consument/konsument  (Belanda).
14

 Pengertian tersebut secara harfiah 

diartikan sebagai ”orang atau perusahaan yang membeli barang tertentu 

atau menggunakan jasa tertentu” atau ”sesuatu atau seseorang yang 

menggunakan suatu persediaan atau sejumlah barang”.
15

 Amerika Serikat 

mengemukakan pengertian ”konsumen” yang berasal dari consumer 

berarti ”pemakai”, namun dapat juga diartikan lebih luas lagi sebagai 

”korban pemakaian produk yang cacat”, baik korban tersebut pembeli, 

bukan pembeli tetapi pemakai, bahkan korban yang bukan pemakai, 

karena perlindungan hukum dapat dinikmati pula oleh korban yang bukan 

pemakai.
16

 

 

 

Az. Nasution menegaskan beberapa batasan tentang konsumen, yakni :
17

 

a. Konsumen adalah setiap orang yang mendapatkan barang atau 

jasa yang digunakan untuk  tujuan tertentu; 

b. Konsumen antara adalah setiap orang yang mendapatkan 

barang dan/ atau jasa untuk digunakan dengan tujuan membuat 

barang dan/ atau jasa lain untuk diperdagangkan (tujuan 

komersil); bagi konsumen antara, barang atau jasa itu adalah 

barang atau jasa kapital yang berupa bahan baku, bahan 

penolong atau komponen dari produk lain yang akan 

                                                           
14

  Celina Tri Siwi Kristiyanti, Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, 

hlm 22 
15

  Abdul Halim Barkatulah, Hukum Perlindungan Konsumen (Kajian Teoretis dan 

Perkembangan Pemikiran), Nusa Media, Bandung, 2008, hlm. 7. 
16

   Id, hlm. 23. 
17

   Supranote 10, hlm. 13. 
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diproduksinya (produsen). Konsumen antara ini mendapatkan 

barang atau jasa di pasar atau pasar produsen; 

c. Konsumen akhir adalah setiap orang yang mendapat dan 

menggunakan barang dan/ atau jasa untuk tujuan memenuhi 

kebutuhan hidupnya pribadi, keluarga dan/ atau rumah tangga 

dan tidak untuk diperdagangkan kembali (non komersial). 

 

 

5.3 Perjanjian  

Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata selanjutnya disebut 

KUH.Perdata menyebutkan bahwa: 

 

 

“suatu perjanjian adalah suatu perbuatan yang dilakukan oleh 

satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang 

lain atau lebih. 

 

 

Istilah perjanjian dalam  hukum perjanjian merupakan kesepadanan dari 

istilah “Overeenkomst” dalam bahasa belanda atau “Agreement” dalam 

bahasa Inggris. Hukum perjanjian mempunyai cakupan yang lebih sempit 

dari istilah Hukum Perikatan. Jika dengan istilah “Hukum Perikatan” 

dimaksudkan untuk mencakup semua bentuk perikatan dalam buku ketiga 

KUH.Perdata, jadi termasuk ikatan hukum yang berasal dari perjanjian 

dan ikatan hukum yang terbit dari undang–undang, maka dengan istilah 

hukum “Hukum Perjanjian” hanya dimaksudkan sebagai pengaturan 

tentang ikatan hukum yang terbit dari perjanjian saja.
18

 

 

 

                                                           
18

    Munir fudi, Hukum Kontrak : Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis, PT.Citra Aditya Bakti,  

Bandung 2001,  hlm. 2. 
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Subekti menjelaskan Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana ada seorang 

berjanji kepada seorang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk 

melaksanakan suatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan 

antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu 

menerbitkan suatu perikatan antara dua orang membuatnya. Dalam 

bentuknya, perjanjian berupa suatu rangkaian perikatan yang mengandung 

janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis
19

 

 

6. Sistematika Penulisan  

 

1) BAB I  –  PENDAHULUAN  

Dalam bab ini berisikan latar belakang, rumusan masalah, tujuan 

penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan. 

 

2) BAB II – PERLINDUNGAN KONSUMEN BERDASARKAN 

UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG 

PERLINDUNGAN KONSUMEN  

Dalam bab ini akan menjelaskan mengenai definisi, hak, kewajiban, 

pelaku usaha dan konsumen serta tanggung jawab dari  pelaku usaha 

berdasarkan UUPK. 

 

3) BAB III – PERJANJIAN JUAl-BELI BENDA VIRTUAL ANTARA  

KONSUMEN DENGAN PENYEDIA LAYANAN PERMAINAN 

DARING  

Dalam bab ini menjelaskan mengenai pengertian, perkembangan dan 

pengaturan benda virtual dalam permainan daring serta pola transaksi , 

pengaturan terhadap perjanjian jual beli benda virtual dalam permainan 

daring dan hubungan hukum penyedia layanan permainan daring dengan 

                                                           
19

  Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa,  Jakarta, 2001, hlm. 1. 
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konsumen. 

 

4) BAB IV – PERLINDUNGAN TERHADAP KONSUMEN 

PERMAINAN DARING YANG DIRUGIKAN DALAM TRANSAKSI 

BENDA VIRTUAL BERDASARKAN PERJANJIAN BAKU 

DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 

TENTANG PERLINDUNGAN KONSUMEN 

 

Dalam bab ini menjelaskan mengenai tanggung jawab dari penyedia 

layanan permainan daring atas kerugian konsumen dengan mencantumkan 

klausula baku dalam syarat dan ketentuan di permainan daring dan Upaya 

Hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan dalam 

transaksi benda virtual berdasarkan perjanjian baku permainan daring 

ditinjau dari Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen. 

 

 

5) BAB V – PENUTUP  

Dalam bab ini akan berisi kesimpulan dari penelitian dan saran untuk 

pengembangan ilmu hukum. 
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